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IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PEKANBARU (STUDI PADA PERLINDUNGAN ANAK)

ABSTRAK
Qiffarel Lina Helia

Penelitian ini dilakukan-dengan ‘tujuan’ untuk mengetahui bagaimana
implementasi- program*kota layak anak di dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak kota Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan-hambatan
yang dihadapai dalam pelaksanaan program kota layak anak khususnya pada
perlindungan anak. Teori yang digunakan yaitu teori Donald S. Van Metter dan
Carl Van Horn. Tipe penelitian deskriptif dengan. metode kualitatif. Teknik
penarikan informan dengan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data
yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian implementasi program kota layak anak
di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru studi
pada perlindungan anak dikatakan kurang terimplementasi, hal ini di karenakan
masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program seperti  kurangnya
komitmen pelaksana dalam kebijakan serta kurangnya komunikasi dalam proses
informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran. Untuk kesimpulan
program kota layak anak yang sudah terbentuk dan terlaksana dikota Pekanbaru
dikatakan kurang terimplementasi, hal. initdikarenakan dalam pelaksanaan
program dari teori Van Metter dan' ‘Van- Horn ternyata ada empat dari enam
indikator yang kurang terimplementasi yaitu indikator sumberdaya berkaitan
dengan anggaran program yang diberikan pemerintah melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah; sikap atau kecenderungan para pelaksana berkaitan
dengan pelaksanaan  sosialisasi fasilitas perlindungan anak seperti mobil
perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam; komunikasi antar organisasi
dan aktivitas pelaksana “berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terpadu
berbasis masyarakat dalam “menangani permasalahan anak dilingkungan
masyarakat; dan lingkungan ekonomi sosial dan politik berkaitan dengan
latarbelakang ekonomi dan sosial dalam lingkungan implementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kota Layak Anak, Perlindungan Anak
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IMPLEMENTATION OF THE CHILDREN-FRIENDLY CITY PROGRAM IN
THE SERVICES WOMEN EMPOWERMENT AND CHILDREN
PROTECTION IN PEKANBARU CITY (STUDY ON CHILD PROTECTION)

ABSTRACT
Qiffarel Lina Helia

This research was caenducted with the"aim-of.knowing how-to implement the
child-friendly-“city program in the women's empowetrment and.child protection
service in Pekanbaru city and to find out the obstacles faced in implementing the
child-friendly city program, especially in child protection. The theory used is the
theory of Donald S. Van Metter and Carl Van Horn. This type of research is
descriptive with qualitative methods. Informant withdrawal technique with
purposive sampling technique. The types and sources of data are primary and
secondary. The results of the research on the implementation of the child-friendly
city program at-the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection
Service. Studies on child protection are said to be poorly implemented, this is
because there are still obstacles in implementing the program such as the lack of
commitment from the implementers in the policy and the lack of communication in
the information process between policy implementers and target target. For the
conclusion thatthe child-friendly city program that has.been formed and
implemented in the city of Pekanbaru is.said-to-be poorly implemented, this is
because in the implementation of the program from Van Metter and Van Horn's
theory it turns out that there are four of the six indicators that are not
implemented, namely resource indicators related to the program budget provided
by the government through Regional Revenue and Expenditure Budget; the
attitude or tendency of the implementers related to the socialization of child
protection facilities such as car protection, safe-houses and 24-hour call centers;
communication between organizations and implementing activities related to the
implementation of community-based integrated protection in dealing with
children's problems in the community; and the social and political economic
environment in relation to the economic and social background in the
implementation environment.

Keywords: Implementation, Child Friendly City Program, Child Protection
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PENDAHULUAN

menjunjung ha i A (e a negara secara bersama-sama

dalam huku s intah y Nomor 39 Tahun

pemerintahan dalam rangka untuk ati dan melindungi martabat.

Dalam hak asasi manusia, anak termasuk yang harus dilindungi, karena hak
asasi berlaku bagi semua manusia tanpa membedakan ras, kepercayaan, suku,
bangsa dan fungsinya untuk menegakkan kebebasan dan keadilan. Untuk
melindungi hak setiap anak, PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk
memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak diseluruh dunia. Dalam

perjanjian ini diatur bahwa setiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah,
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dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Pernyataan ini

disahkan pada tanggal 20 November 1989, dan mulai berlaku pada tanggal 2

September 1990.

berlaku selama hampir 30 tahun, masth memiliki masalah. Permasalahan yang

terjadi di Indonesia saat ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan,
karena anak belum mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak sehingga
menyebabkan permasalahan anak di Indonesia setiap tahunnya semakin

meningkat, khususnya masalah perlindungan anak.



Sesuai penuturan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2017,
beliau menjelaskan bahwa “anak-anak adalah generasi penerus yang akan
menjadi tumpuan dan harapan bangsa untuk bersaing dengan negara lain dalam
rangka membangun bangsa Indonesia yang lebih maju. Untuk dapat mewujudkan
bangsa yang memiliki anak-anak yang berkualitas dan mampu menjadi tumpuan
dan harapan bangsa, maka anak-anak tersebut harusSehat, dan cerdas".

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Perlindungan anak adalah” segala upaya“untuk melindungi dan menjamin
anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi aktif sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan
diskriminasi.  Undang-undang  tersebut menjelaskan bahwa penerapan
perlindungan anak meliputi orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Namun,
ketika undang-undang tersebut diterapkan, ternyata.tidak efektif karena masih
terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral mengenai
definisi anak.

Berdasarkan paradigma tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang telah Dberlaku selama 12 (dua belas) tahun
akhirnya diubah menjadi. Undang-Undang Nemor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menekankan
pentingnya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak,
khususnya kejahatan seksual yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera, serta
mendorong langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kehidupan fisik, psikis

dan sosial anak.
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Adapun Isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga

eneruskan cita-

Khusus yang

dak manusiawi

tentang Perlindungan Anak;

Dalam rangka mendukung keberhasilan undang-undang tentang
perlindungan anak tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan program
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di wilayah Indonesia. Penyelenggaraan
perlindungan anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia
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usaha sehingga pemenuhan hak anak Indonesia dapat terjamin secara

komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam

rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Untuk memb pangunan kabupaten

dan

. Peratura

Kabupat

4. Peraturan

layak anak digunakan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan segala sesuatu
yang berkaitan dengan anak termasuk hak-hak anak melalui terwujudnya

kabupaten/kota layak anak.
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Isi indikator Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri
Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

a. Penguatan kelembagaan;

5. Perlindunga

Berdasa

4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

5. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;

6. Anak-anak korban pornografi;

7. Anak dengan HIV/AIDS;

8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan orang;
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9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;

11. Anak-anak korban jaringan teroris;

15. Anak yang menjadi K : elab erkait dengan

penting dalam
mewujudka n terpenuhinya
hak-hak a eseri emerints 2 araka dunia usaha untuk
membangun 2\ : : ! 2 pemerintah di

bidang perli , hertujus L enjami dnya kota layak

anak agar anak dapz berlk sesuai dengan harkat

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak
korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Rumah aman bersifat rahasia
dan berfungsi sebagai tempat pemulihan fisik dan psikis sesuai dengan standar
yang berlaku. Rumah aman dirancang untuk pengawasan dan perawatan sehingga
korban merasa aman dan terlindungi. Dalam rangka menghilangkan trauma pada

anak, rumah aman akan melakukan kegiatan positif dan edukatif bagi anak seperti
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menggambar, bernyanyi, melukis dan kegiatan seni lainnya yang bertujuan agar

anak merasa senang dan tidak tertekan dengan keadaan yang dialaminya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam rumah aman tidak hanya polisi dan petugas

perlindunga )3 amp Jeran langsung dan
nyata pemerints m pe n dan n ke kerasan terhadap
perempuan anal b faa ' _ an. berguna  untuk
mempermu elayanan pe : gi masyarakat khususnya

mengenai kasus

dalam melindungi perempuan dan anak serta sebagai jaminan penyediaan layanan
rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan
perlindungan khusus. Kehadiran call center bertujuan untuk mempermudah akses

bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta pandataan kasusnya.



Adapun struktur tingkatan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan

Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

Gambar 1.1: Struktur Tingkatan pihak yang terlibat dalam pengembangan
Program Kabupaten/Kota Layak Anak

Dunia Layak Anak (Word Fit for Children)

A

Indonesia Layak Anak

v

Provinsi Layak Anak

\/

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

v

V:

Pemenuhan Hak Anak
Klaster 1, Klaster 2, Klaster3, Klaster 4

Vi

Oleh
Masyarakat,
Media

Oleh
Lembaga
Legislatif

Perlindungan Khusus Anak

Klaster 5

———

Oleh Pemerintah:
K/L,.SKPD Proy,
SKPD'Kab/Kota

Oleh
Lembaga
Yudikatif

Oleh
Dunia
Usaha

Vi

Kecamatan Layak Anak

Nz

Desa/Kelurahan Layak

V2

Keluarga

Sumber: Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak 2019

Berdasarkan pengembangan program kabupaten/kota layak anak yang

dilaksanakan di kota Pekanbaru untuk masalah perlindungan anak masih

tergolong rendah, hal ini dikarenakan kota Pekanbaru merupakan salah satu kota

besar yang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat di pulau
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Sumatera, sehingga perkembangan kota Pekanbaru menjadikan kota ini

mengalami kemajuan yang menarik siapa saja untuk datang mencari kehidupan

dan penghidupan di Kota ini. Kemajuan yang telah dilakukan Kota Pekanbaru

kecamatan,

bangunan yang

perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai
indikator KLA.
Untuk membantu pengkajian perlindungan anak di Indonesia, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Badan

Pusat Statistik (BPS) telah mengembangkan tiga indeks, yaitu Indeks
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Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan
IndeksPerlindungan Khusus. Anak (IPKA).

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Bintang Puspayoga menjelaskan, “Indeks ini diharapkan dapat menjadi ukuran
untuk memastikan® pragram  dan.kebijakan-efektif dan efisien dalam menjawab
berbagai permasalahan khususnya terkait perlindungan anak-sehingga dapat
melahirkan anak menuju sistem perlindungan anak yang ferintegrasi” kata
Menkeu Bintang dalam keterangannya, Rabu (20/10).

Sementara Itu, .Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan “kira patut
berbangga karena upaya perlindungan anak di Indonesia selama bertahun-tahun
sejak 2018, akhirnya memiliki satuan ukuran_ yang jelas, terukur, seiring
berjalannya waktu bahkan telah menjadi target Nasional 2020-2024. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang ingin dicapai,’* ujarnya.

Agar pelaksanaan program kabupaten/kota layak anak di Kota Pekanbaru
dapat terlaksana, maka ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang
menyelenggarakan program KLA. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP3A) kepala. dinas bertanggung jawab kepada walikota
melalui sekretaris daerah.

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Adapun fungsi dan tugas dari dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yaitu :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

emberdayaan

dan Keluarga

pengendalian

Perlindungan Ang elalui Fe dalah melakukan

audiensi perumuss Sida - anak merupakan agenda

kegiatan ini adalah untuk menyuarakan suara anak-anak di kota Pekanbaru kepada
pemerintah dan orang dewasa demi keberlangsungan kehidupan anak-anak
menjadi lebih baik di masa depan.

Adapun untuk membantu kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan kepada

anak, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
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atau UPT PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang

pemberdayaan dan perlindungan perempuan anak di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

5. Mediasi
6. Pendampingan Korban
a. Kesehatan
b. Bantuan Hukum seperti upaya diversi atau upaya hukum lainnya.

c. Layanan pemulihan / psikologi.
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Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh UPT PPA adalah:

1. Prosedur penanganan pengaduan langsung

Yang dimaksud dengan Pengaduan Langsung adalah bahwa pelapor

anggota keluarga elalui telepon/hotline, < nail a fak mili. Termasuk
pengaduan e ai _' -. 3 K- oleh masyarakat

dan/atau lembaga la enge a yano lami korban.

Jika korba - endiri egera ditindaklanjuti,

sifat kedaruratan

tersebut terjadi. Jika pelapor setuju, akan ditindaklanjuti.

4. Mekanisme rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban

5. Pemantauan terhadap korban yang dirujuk.

Adapun untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru yaitu:
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Tabel 1.1: Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

No. SOP: 069/DPPPA-UPT/914/2020
Tanggal Pembuatan: 10-07-2020
Disahkan  oleh: Kepala Dinas
Pemberdayaan  Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Judul SOP': Penerimaan dan pelayanan
pengaduan masyarakat

Dasar Hukum':

1. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

2. UU No 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

3. UU No 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Uu No 23 Tahun 2002
Tentag Perlindungan Anak

4. UU No 23 Tahun 2004 Tentang
Pengahapusan® Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga

5. Peraturan = Menteri  Pemberdayan
Perempuan dan Perlindungan Anak
No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pembentukan UPTD PPA

6. Peraturan Walikota. No 142 Tahun
2019 Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
UPT PPA Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

Kualifikasi pelaksana:

a. Memahami bagaimana pelaksanaan
assesmen kepada pelapor

b.. Memahami dengan baik pelayanan
yang‘harus diberikan petugas

c. Memahami dengan baik tahapan
proses yang harus dilaksanakan

d. Mempunyai  komitmen  untuk
menuntaskan permasalahan dalam
setiap tahapan.

Peralatan/perlengkapan:

a. Ruangan Khusus konseling,
komputer, kamera, alat rekam,
telepon, alat tulis kantor & internet

b. Filling cabinet untuk menyimpan
arsip/dokumen kasus/foto

Pencatatan dan pelaporan:

a. ‘Dokumen, surat-surat, formulir,
berkas pelayanan

b. Pencatatan dan pelaporan sesuai
dengan formulir

Peringatan :

Sop ini merupakan prosedur baku,
jika  tidak  dilaksanakan  akan
mengakibatkan  ketidak  jelasaan,
ketidakserasian, ketidak transparan,
ketidaklancaran dan ketidak tepatan
dalam pelayanan penanganan
pengaduan korban tindak kekerasan.

Aktivitas pelaksana:

1. Menerima pengaduan dari pelapor
dan.assesmen awal

2.. Mengidentifikasi kasus yang
dilaporkan dapat dilayani/tidak

3. Menelaah laporan yg di sampaikan

4. Membuat surat tugas layanan dan
mengajukan pada kasubag TU UPT

5. Menyampaikan surat tugas kepada
petugas layanan

6. Menyusun rencana intervensi

7. Melakukan  penanganan  kasus
sesuai kewenangan

8. Pelapor dan korban menerima
layanan
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Berikut ini data mengenai kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kota

Pekanbaru yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 : Data Kasus Pelanggaran Hak-Anak Di Kota Pekanbaru Yang
Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020

. Tahun Jumlah

No RS lIS 2019, | 2020 kasus
1. | Kekerasan fisik 14 9 23
2. | Perlakuan salah 32 4 36
3. | Penelantaran 2 24, 23
4. | Anak berhadapan dengan hukum 16 7 23
5. | Kejahatan seksual 0 32 32
6. | Hak asuhanak S 18 21
7. | Perilaku menyimpang 0 » 2
8. | Tppo & il 2
9. | Hak anak 22 7 29

Jumlah 90 101 191

Sumber Data: Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan »data-kasus.'pelanggaran hak anak di kota

Pekanbaru tahun 2019-2020. Terlihat kasus terbanyak terjadi pada tahun 2020
yaitu 101 kasus, dimana kasus tertinggi adalah kejahatan seksual yaitu 32 kasus.
Selain kejahatan seksual, terdapat beberapa kasus.tertinggi pada tahun 2020 yaitu
21 kasus penelantaran, 18 kasus-hak asuh amak, 9 kasus kekerasan fisik, 7 kasus
anak berhadapan dengan hukum, dan 7 kasus hak anak. Sedangkan untuk kasus
terendah pada tahun 2020 vyaitu 4 kasus perlakuan salah, 2 kasus perilaku
menyimpang, dan 1 kasus tppo.

Untuk tahun 2019 sebanyak 90 kasus, ini tentunya lebih sedikit

dibandingkan tahun 2020. Kasus tertinggi di tahun 2019 adalah perlakuan salah

yaitu 32 kasus. Untuk kasus lainnya pada tahun 2019 ada 22 kasus hak anak, 16
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kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 14 kasus kekerasan fisik. Untuk kasus

terendah pada tahun 2019, terdapat 3 kasus hak asuh anak, 2 kasus penelantaran, 1

kasus tppo dan 0 kasus perilaku menyimpang. Dari kasus-kasus yang terjadi baik

di tahun 2019 m ntunya berdam agi tumbuh kembang
anak kar rjadi berte a K.
Al u I an di Kota
RS s 78
Pekanbar ihatpa (7
Tabel 1.3 : Pekanbaru
I 019-2020
No : - lah kasus
| 2019

1 |Ta =7 3§ =t 44

2 | Pa Kaki — § = 14

3 | Bu 21

4 | Ten | 22

5 | Mar mai | R 1 21

6 | Sail ’ ) 4

7 Lima 9

8 | Senap 11

9 | Rumba 18

10 | Rumbai i o ® 9

11 | Pekanbaru 9

12 | Sukajadi 10

Jumlah 2 90 192

Sumber Data : Dinas PPPA Kot

Tabel di atas menunjukkan tingginya kasus pelanggaran hak anak di setiap
kecamatan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020. Pelanggaran kasus
kecamatan terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu 102 kasus. Kasus tertinggi
pada tahun 2019 berada di Kecamatan Tampan sebanyak 18 kasus dan kasus
terendah di Kecamatan Sail dan Rumbai Pesisir yaitu 3 kasus. Sedangkan untuk

pelanggaran pada tahun 2020 ada 90 kasus. Dimana kasus tertinggi pada tahun



18

2020 terjadi di Kecamatan Tampan yaitu 26 kasus, dan kasus terendah di

Kecamatan Sail yaitu 1 kasus.

Meski jumlah pelanggaran kasus pada tahun 2019 dan 2020 berbeda, namun
pelanggaran terbanyak terjadi.di Tampan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk
Tampan yang begitu ramai sehingga kecamatan tersebut selalu menjadi kecamatan
dengan kasus terbanyak di kota Pekanbaru: Adapun data kasus kekerasan terhadap
anak perkecamatan se-kota Pekanbaru pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 :  Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota

Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru 2019-2020
Jenis kekerasan g Jumlah
2019 2020
Laki-laki 56 41 97
Perempuan 50 60 110
Jumlah 106 101 207

Sumber Data : Dinas PPPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Kota

Pekanbaru diatas, jumlah kasus tertinggi terjadi pada anak perempuan yaitu 110
kasus dan terendah pada anak laki-laki yaitu 97 kasus. Hal ini menunjukkan
bahwa anak perempuan lebih.rentan terhadap-perlakuan salah dibandingkan anak
laki-laki, meskipun demikian semua anak baik perempuan ataupun laki-laki harus
sama-sama mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dilindungi. Untuk
melindungi hak anak atas kota layak anak, pemerintah memiliki tanggung jawab
besar yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DPPPA). Namun, meski sudah ada dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA), pelanggaran perlindungan anak tetap saja terjadi.
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Hal ini menunjukkan masih adanya kendala/permasalahan dalam

mengimplementasikan kebijakan program Kota Layak Anak (KLA) di Kota

Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya kas \ aran hak anak yang - i kota Pekanbaru dapat
.
o g mask v e
anak seperti

jam sehingga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi
Pada Perlindungan Anak)?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kota Layak

Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekanbaru (Studi Pada Perlindungan Anak)?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Kota Layak Anak

c. Kegunaan Praktis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi masyarakat, instansi pemerintah terkait, dan aparatur pelaksana

kebijakan agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

b ate pada tujuan yang
keteraturan, serta

yang ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien”.

Menurut (Syamsi, 2018) “administrasi adalah semua kegiatan dalam setiap
usaha kerjasama yang dilakukan oleh satu kelompok atau lebih secara bersama

dan stimultan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”.

21
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Menurut (Wirman, Studi Tentang Administrasi Publik, 2012) “administrasi

adalah rangkaian kegiatan/proses usaha kerjasama sekelompok orang dalam
wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efesien”.
Menurut (Siagian, 2014) “administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama

antara dua orang manusia atau lebih didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapali tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut™ (Pasolong, 2020) “administrasi adalah-pekerjaan-terencana yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas

dasar efektif, efesiensi dan rasional”.

Dwight Waldo dalam (Wirman, Studi Administrasi Publik, 2012)
menyebutkan administrasi sebagai tindakan yang diperhitungkan dengan
cermat wuntuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan
kerugian/pengorbanan yang minimal-untuk mewujudkan tujuan lain yang
dikehendaki bahkan lebih lanjut dijelaskan orang mampu dan dapat
memaksimalkan  usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan
menghubungkan dengan..cermat antara_sarana atau usaha dan tujuan atau
hasil.

Menurut Pfifner dan Presthus dalam (Wirman, Studi Administrasi Publik,
2012) menyebutkan administrasi publik sebagai upaya koordinasi dari individu

atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik.

Bapak Administrasi Publik“"Modern Woodrow Wilson mendefinisikan
administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintahan karena
tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan
sejaun  mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan
administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat,
yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta”
(Wirman, Studi Administrasi Publik, 2012).

Menurut (Harmon & Mayer, 2014) “administrasi publik adalah apa yang

dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal ini adalah administrator, birokrat, atau
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pegawai negeri sipil yang dibebani tugas pemerintahan dalam kehidupan sehari-

hari”.

R.C. Chandler dan J.C. Plano dalam (Nawawi, 2018) menyatakan bahwa

administrasi publi 0ses dimana_sun 3. dan personel publik

mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut (Maksudi, 2017) “Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau
individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan
sehingga memungkinkan orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk

mencapai tujuan bersama”.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

24

Menurut (Zulkifli & A Yogia, 2014) “Organisasi adalah sebagai wadah

pelaksanaan kerjasama sejumlah personil dan juga mencakup rangkaian aktivitas

pembagiaan tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

orang, benda t-alat pe : 1 egala sesuatu yang

| "9 , | |
berkaitan denga , yang atur dan efektif
untuk men

Menuru

formal dari dua ora ! encapai tujuan

srsama, dalam  rangka
Dalam organisasi setiap personil atau anggota yang terlibat akan diberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai
tujuan dari organisasi, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif

dan efesien.
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3. Konsep Manajemen
Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu(Hasibuan, 2013).

Menurut (Siagian, 2014) “Manajemen adalah kemampuan atau

keterampilan untuk memperoleh. sesuatu -hasil _dalam rangka pencapaian tujuan
melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Menurut. (Atmosudirdjo, 2008) “manajecmen adalah menyelenggarakan
sesuatu dengan menggerakan orang-orang, uang, mesin-mesin dan alat-alat sesuali

kebutuhan”.

Menurut~ (Taylor,” 2006) manajemen adalah™ sebuah+ percobaan yang
dilakukan secara sungguh-sungguh guna menghadapi setiap persoalan yang
muncul dalam setiap kepemimpinan organisasi setiap sistem kerjasama yang
dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana serta
penggunaan alat-alat perumusan.

Menurut  (Handoko, 2010) “manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para
anggota organisasi “dan  penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar

mencapai tujuan yang ditctapkan”.

Menurut (Maksudi, 2017) Manajemen adalah suatu proses kegiatan yaitu
merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan terus
menerus oleh manajer atau administrator yang dimulai dari kegiatan
merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah
direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai
dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut (Koontz & Weihrich, 2011) “manajemen adalah proses merancang
dan memelihara lingkungan dimana individu bekerjasama dalam kelompok,

secara efesien mencapai tujuan yang dipilih”.
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Menurut (Kartono, 2016) Manajemen adalah koordinasi sumber daya

manusia dan pemanfaatan sumber tenaga alam se-produktif mungkin demi

kesejahteraan hidup bersama.

dengan orang-orang
ngsi perencanaan
@ onalia atau

ﬁ‘ ading), dan
" 4

dari sebuah
rencana ya S ara mata : ementasi dilakukan
setelah pere

Menurut (Agusti ) Impleme _ aka ses yang

dinamis, di s atau kegiatan,

Menurut (Wahab, 2018) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan”.
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Menurut (Syaukani & dkk, 2014) “implementasi adalah pelaksanaan

serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga
kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan”.

Menurut (Setiawan, 2012) “implementasi-adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai
dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif”.

Menurut (Harsono, 2012) “implementasi adalah ‘proses untuk melaksanakan
kebijakan tersebut kedalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan

kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program”.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2012) implementasi
kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan.

Menurut (George, 1980) “implementasi kebijakan merupakan proses yang
krusial karena seberapa baiknya suatu Kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan
direncakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan

kebijakan publik tidak akan terwujud”.

Menurut (Nugroho, 2011) “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah
cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak
kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program atau melalui formulasi kebijakan deribvat atau turunan dari
kebijakan publik tersebut”.

Menurut James Anderson (Agustino, 2012) ‘“kebijakan publik adalah
serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
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Menurut (Dunn, 2005) menyebut “Kebijakan Publik (Public Policy) adalah

pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat

oleh badan atau kantor pemerintah”

Menurut (Harold & Abraham, 1970) “kebijakan publik adalah suatu

program pencapaian tujuan, nilai=nilai dan praktik-praktik yang terarah.
Menurut Carl J Fredrich dalam (Agustino, 2012) kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan atau kegiatan yang  diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Berbicara mengenai kebijakan publik banyak ahli menyampaikan model-

model implementasi kebijakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena
kebijakan publik. Berikut,beberapa Model-Madel Pendekatan Implementasi
Kebijakan Publik diantaranya:
a). Model Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van
Horn
Model pendekatan top-downyang.dirumuskan oleh Donald Van Metter Dan
Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu
implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk
meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel.
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Ada enam variabel menurut Van Metter Dan Van Horn, yang

mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut

(Agustino, 2012) :

ukuran

mengada

kemampua

sumberday:

implementas

4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

formulasi warga setempat yang mengenal permasalaahan yang mereka hadapi.
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5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam sua alahan-kesalahan akan

sikan variabel-variabel yang
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses
implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi

tiga kategori yaitu (Agustino, 2012):

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap, meliputi:
a. Kesukaran-kesukaran teknis

b. Keberagaman perilaku yang diatur
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c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikendaki

. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi secara tepat

E‘ﬂa\\

o
i
(@]
>
=3
(25
w
(@]
(28
N
©

d. kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

c). Model Implementasi Kebijakan Model George C. Edward I11
Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down

dikembangkan olenh George C. Edward Il menamakan model implementasi

kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.
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Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward Ill, terdapat

empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu

kebijakan yaitu (Agustino, 2012):

1. Komunikasi (eommunieation). Faktor _pertama wyang mempengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward 111
(Agustino, = 2012) vyaitu _komunikasi, .Komunikasi menurutnya sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari’ implementasi kebijakan
publik, iImplementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan
sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang
akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus
ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. Sumber daya. Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan adalah sumber daya.” Sumber daya merupakan hal penting
lainnya, menurut George C. Edward Ill (Agustino, 2012) dalam
mengimplementasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa
elemen yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik bagi George C. Edward Ill (Agustino, 2012) adalah disposisi.
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga
dalam pendekatan mengenai pelaksanakan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak
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hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya.

4. Stuktur Birokrasi. Menurut George C. Edward Il (Agustino, 2012) yang

mempengaruhi bijakan publik adalah

akan oleh Merilee

a Political and

Administrastive ; 8 variabel yang

sesuai  denga ; ) : erujuk pada aksi

kebijakannya.

faktor yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

b.Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan

perubahan yang terjadi.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

34

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle
ditentukan oleh tingkat implementabilty kebijakan itu sendiri yang terdiri atas

content of policy dan context of policy.

pelaksana)

5. Konsep Komunikasi
Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau
melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya
akan tiba saling pengertian yang mendalam (Rogers & Kincaid, 2005).
Menurut (Hovland & Kelley, 2005) komunikasi adalah suatu proses melalui

dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk
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kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya

(khalayak).

Menurut (Berelson & Steiner, 2007) komunikasi adalah suatu proses
penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui
penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain.

Menurut (Lasswell, 2009) -komunikasi .pada dasarnya merupakan suatu
proses yang menjelaskan “siapa”, “mengatakan apa”, “dengan saluran apa”,
“kepada siapa”, dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (who says what in
which channel to whom and with what effect).

Menurut” Miller dalam (Mulyana, 2014) menjelaskan bahwa komunikasi
terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan
niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Menurut Cassata dan Asante dalam (Mulyana, 2014) juga.menyatakan bahwa
komunikasi adalah transmisi informasi  dengan tujuan untuk mempengaruhi
khalayak atau orang banyak. Dari beberapa definisi tersebut komunikasi bersifat

satu arah yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Menurut (Walgito, 2003).komunikasi adalah proses penyampaian dan
penerimaan  simbol-simbol* yang ~ bermakna. Makna simbol yang
disampaikan dan diterima dapat berwujud informasi-informasi, pemikiran-
pemikiran, pengetahuan atau hal lain dari penyampai (komunikator) kepada
penerima (komunikan). Sehingga komunikan dan komunikator harus
memiliki kesamaan dalam pengertian terhadap simbol-simbol yang
digunakan dalam komunikasi. Ketidaksamaan dalam mengartikan simbol-
simbol antara komunikator dengan komunikan dapat menimbulkan salah
arti atau salah paham sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak
sesuai dengan pesan yang diterima atau yang biasa dikenal dengan istilah
miskomunikasi.
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Selanjutnya, (Walgito, 2003) juga menyebutkan unsur-unsur yang adadalam

komunikasi, yaitu:

a. Komunikator atau penyampai. Komunikator dapat berwujud individu yang

pemikiran, .§ ggapa o : \ unsur komunikasi

erat kaite

c. Media. ebagali ur dalam ko : erangkat yang
digunakan untuk menyampaikan pesan dari | kepada komunikan.

Media k . ) : - etak dan media

Berdasarkan aktifitas komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan
komunikan, (Walgito, 2003) membedakan komunikasi menjadi dua jenis, yaitu:
a. Komunikasi satu arah, artinya komunikasi yang hanya berlangsung satu arah
yakni pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa adanya
umpan balik. Jadi dalam jenis komunikasi searah ini komunikan hanya

menerima pesan saja dan tidak memberikan umpan balik kepada komunikator,
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sehingga komunikasi bersifat pasif.

b. Komunikasi dua arah, artinya komunikasi berlangsung dua arah yakni diantara
komunikator dan komunikan saling memberikan umpan balik atas pesan yang
diterima.

Jadi dalam jenis komunikasi dua arah komunikan tidak hanya menerima
pesan dari komunikator, namun. juga-secara . aktif ikut menganalisis dan mem-
berikan tanggapan atas'pesan yang diberikan oleh komunikater. Melihat pada
aktifitas komunikasi antara komunikator dan komunikan, maka komunikasi dua
arah bersifat aktif. Dari segi interaksinya, komunikasi dua arah dipandang lebih
interaktif dari'pada komunikasi satu arah. Hal tersebut dinyatakan dengan alasan
bahwa pada komunikasi dua arah menempatkan komunikan lebih aktif dalam
memandang pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sehingga pesan akan
diterima lebih jelas, lebih mantap bila dibandingkan dengan kemunikasi yang satu
arah. Komunikasi.yang dilakukan dalam kelompok menuntut terjadinya komu-
nikasi dua arah, dimana antara komunikan dan komunikator berinteraksi secara
aktif dalam pemberian umpan balik atas pesan yang ada dalam proses komuni-
kasinya. Demikian pula dalam kelompok.orang tua dan guru, komunikasi yang
efektif terbangun dari interaksi anggota kelompoknya. Sehingga komunikasi yang
efektif dalam kelompok orang tua dan guru adalah komunikasi interaktif.

Adpun Tujuan Komunikasi menurut (Arwani, 2002), yaitu:

a. Memberikan pemahaman kepada komunikan. Kita sebagai komunikator harus

menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya dan tuntas

sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita maksud.
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b. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi

masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya.

c.Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita

e bukan memaksakan

apai sebuah

Kota Layak Ang ngakomodasi pemerintahs saten, istilah Kota
Layak Anak

bahwa KLA ) upaya-pemerintahan Kabupate a untuk mempercepat

anak No. 2 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri No.
11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak
dijelaskan bahwa KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber

daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh
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dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhnya hak dan perlindungan anak.

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak

entuk mengoptimalkan

Jp City. Tujuan
anak-anak usia

angan  (spatial
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B. Kerangka Pikir

Gambar I1.1: Implementasi Program Kota Layak Anak di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru (Studi pada Perlindungan Anak)

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaran Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru

Implementasi Program Kota Layak Anak di kota Pekanbaru
(Studi Pada Perlindungan Anak)

v

Terimplementasi Kurang Tidak
Terimplementasi Terimplementasi

Sumber: Modifikasi Penulis-2021

C. Konsep Operasional
Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian _mengenai Implementasi
Program Kota Layak Anak dikota Pekanbaru Studi-Pada Perlindungan Anak

adalah sebagai berikut:

1. Administrasi adalah semua kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang
dilakukan oleh satu kelompok atau lebih secara bersama dan stimultan untuk
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam program kota layak anak untuk
administrasi yaitu Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaran Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.
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2. Organisasi adalah sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja

sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan sehingga memungkinkan

orang-orang yang berada didalam organisasi itu untuk mencapai tujuan. Dalam

d?' manajer atau
ksanakan serta
epada kegiatan
anakan. Dalam

Program Kota
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program kota layak anak implementasinya dapat dilihat dari pencapaian
program apakah terimplementasi, kurang terimplementasi atau tidak
terimplementasi.

5. Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komiten dan sumber daya

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh
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dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak=haknya wagar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipast secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari-kekerasan dan diskriminasi.

7. Ukuran dan tujuan kebijakan dapat diukur tingkat® keberhasilannya jika dan
hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur
yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan
kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit
merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

8. Sumberdaya adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan yang
tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menentukan
keberhasilan "proses implementasi. Untuk tahap-tahap proses implementasi
menuntut adanya sumberdaya manusia yang Dberkualitas sesuai dengan
pekerjaan yang ditunjukkan-oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara publik.
Untuk sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam program kota layak anak
yaitu Walikota, Dinas DP3A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas
Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Dinas Sosial, Kapolres, Pengadilan Negeri, Psikologi Anak, dan

dinas-dinas lainnya.

9. Karakteristik Agen Pelaksana merupakan pusat perhatian pada agen pelaksana
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meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlihatdalam

pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi

kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok

11. , : : a merupakan koordinasi

artinya komunikasi berlangsung dua arah yakni diantara komunikator dan
komunikan saling memberikan umpan balik atas pesan yang diterima.

12. Koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses

implementasi akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
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13. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah

diterapkan. Lingkungan sosial ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat

menjadi bian I_kegagalan Kinerj
unt kebijak r
Koy 2L1TAS I1SL4
D. Operasiona 'Vé)i
Tabel 11.1: I
inas
Konsep b Indi
1
Implementasi mentasi K . a
kebijakan 0
sebagai k ra
tindakan- eje
tindakan EK ANBA
yang P .
dilakukan da
oleh Per r di
individu- dan - -
individu atau | Perlind
pejaga:- ; Qn;k gota ersediaan
pejabat atau ekanbaru
kelompok- Studi Pada sarana dan
kelompok Perlindungan prasarana
pemerintah | Anak c. Ketersediaan
atau swasta anggaran
yang program
diarahkan
pada 3. Karakteristik [ Pembentukan
tercapainya agen unit
tujuan-tujuan pelaksana perlindungan
yang telah KLA _
digariskan b. Tupoksiagen
dalam pelaksana
keputusan

tasi karena itu upaya

ekondusifan

Kota Layak
Perlindungan
K)

Skala
pengukuran

5

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
terimplementasi

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
terimplementasi

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
terimplementasi
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kebijakan
menurut
Van Metter
dan Carl Van
Horn
Dalam
(Agustino,
2012)
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4. Sikap atau

c. Pelaksanaan
sesuai SOP

a. Adanya

kecendrungan

)
o

-

z

<
<

sosial dalam

implementasi

c. Opini publik
yang ada
dilingkungan

implementasi

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
implementasi

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
terimplementasi

Terimplementasi
Kurang
terimplementasi
Tidak
terimplementasi

Sumber: Modifikasi Penulis 2021
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METODE PENELITIAN

e deskriptif

untuk

kondisi  yang
2 di dinas

dengan peneliti
dimulai dengan

menyusun asu A 6 g dalam penelitian

Sesuai dengan judul pene penelitian ini  dilaksanakan di kota
Pekanbaru tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Alasan penelitian ini dilaksanakan dikota Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru
sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam Program Kota Layak Anak

(KLA) namun permasalahan atau kendala dikota Pekanbaru masih saja terjadi

sehingga membuat penulis ingin menelitinya.

46
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C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah key informan
dan para informan yang memiliki kemampuan dan mempunyai relevasi dengan
penelitian yang dilakukan. Key-informan atau.informan kunci adalah mereka yang
mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam

penelitian (Suyanto, 2005).

Sedangkan informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan
informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda ataupun

lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarrmidi, 2002).

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu:

Tabel I11.1: UInforman dan Key Informan dalam Penelitian Implementasi
Program Kota Layak Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada
Perlindungan Anak)

N | Subyek Penelitian | Informan Peran Jum

0 lah

1. | Kepala Bidang Key Membantu kepala dinas melak-| 1
Perlindungan informan | sanakan bidang urusan pember-
Perempuan dan dayaan perempuan, perlindungan
Anak (PPA) di anak, pengendalian penduduk dan
DP3A Kota keluarga . berencana di bidang
Pekanbaru perlindungan perempuan dan

anak.

2. | Seksi Perlindungan Key Melaksanakan perumusan kebi- 2
Khusus Anak informan | bijakan, koordinasi, fasilitas dan
DP3A Kota evaluasi pencegahan dan pena-
Pekanbaru nganan kekerasan terhadap pe-

rempuan dan anak di dalam ru-
mah tangga, dalam situasi darurat
dan dari tindak pidana perda-
gangan orang

3. | Seksi Pemenuhan Informan | Melaksanakan perumusan kebi-| 1
Hak Anak DP3A jakan, koordinasi, fasilitas dan
Kota Pekanbaru evaluasi pemenuhan hak anak

baik sipil,informasi dan partisipasi
pengasuhan keluarga dan ling-
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kungan,kesehatan dan kesejah-
teraan serta pendidikan, dan ke-
giatan budaya.

4. | Kepala UPT PPA Informan | Melaksanakan kegiatan teknis| 1
Kota Pekanbaru operasional diwilayah kerjanya
dalam memb an layanan bagi

5. 2
6. 4
Sumber: Ol
D. Teknik P

eknik purposive
sampling. Me ‘ at ah teknik pengambilan
sampel yang n penelitian atau

atas tujuan tertentu seperti orang yang dipilih betul-betul kriteria sebagai sampel
sehingga pada saat informan tersebut dibutuhkan ia mengetahui serta memahami

permasalahan mengenai program kota layak anak tersebut.
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E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari

responden pengli 2lalui wawancara dipersiapkan terlebih

F. Teknik

Teknik p dalam

penelitian, digunakan oleh

peneliti penelitiannya

memberikan pertanyaan kepada  objek wawancara berkenaan dengan
permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara)
agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang
dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena

yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.
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b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan cara

turun langsung ke lokasi dengan maksud ingin merasakan kemudian

memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang

sudah diketahui aya. Penulis memilih ini_karena penulis ingin

JJJJJ
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada tang
dan Beland

pembebasa

Belanda ju

timah, kayu, kerajinan dan hasil hutan lainnya. Payung Sekaki atau Senapelan
memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Hal ini dikarenakan
letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang sehingga
membuat desa ini mempunyai posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun

pedalaman Minangkabau dan Kampar.

51
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Selanjutnya untuk mendorong berkembangnya fasilitas jalan melalui jalur

Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan dijadikan sebagai
kawasan strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.
Perkembangan Senapelan ini.erat kaitannya dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura.
Dimana sejak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau
membangun sebuah keraton di Kampung Bukit dan diperkirakan keraton tersebut
terletak di dekat lokasi‘Masjid Raya saat ini. Sultan tersebut kemudian berinisiatif
membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian
usaha yang tidak berkembang tersebut dilanjutkan .oleh putranya Raja Muda
Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Al Abdul-Jalil Muazamsyah
meskipun lokasi pasarnya bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.
Menurut buku yang dibuat oleh Imam Suhil Siak; Senapelan lebih populer
disebut Pekanbaru dan resmi berdiri pada tanggal 21 Rajab, Selasa 1204 H
bersamaan dengan tanggal 23 Juni 1784"M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul
Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian
ditetapkan sebagai hari Jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal Sultan Muhammad
Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diberikan kepada Datuk Bandar
yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir,
Datuk Tanah Datar dan Datuk Kampar. Keempat datuk ini tidak memiliki wilayah

sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar, untuk menjalankan pemerintahan.
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1. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa,

. Keadaan Geografis Kota Peka

a. Luas dan Letak Wilayah
Kota Pekanbaru terletak antara 1011410134 Bujur Timur dan 05 (045

Lintang Utara. Dengan ketinggian pemukiman laut berkisar antara 5-50 meter.
Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian
berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

1987 tanggal 7 September 1987, wilayah Kota Pekanbaru diperluas dari
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62,96 km2 menjadi 446,50 km? yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45

kelurahan/desa.

Dari hasil pengukuran/patokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional

h 632,26 km2. Untuk

e Sebelah

e Sebelah s

'
oupaten Pelalawan;
Vard

e Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km

Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km

Pekanbaru-Tembilahan berjarak 213,5 km

Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km

Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km

Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km
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Pekanbaru-Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km

Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km

Pekanbaru-Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km

Setukul, Siban; ang, Sa : au, dan Sungai

Sail.

e. Iklim

B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DPPPA) kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPPA) adalah sebuah lembaga yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPPKB). Namun seiring dengan pengesahan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (SPD)
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yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dilakukan restrukturisasi di Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

pada dasa

tersebut di
pengaturan

berencana.

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun
2000-2025 serta Visi dan Misi Gubernur terpilih, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan

dan anak, serta peningkatan peran perempuan dalam membangun
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keluarga yang berkualitas dan menjunjung tinggi budaya melayu menuju

masyarakat Riau yang sejahtera dan beradab”.
Misi DP3A yaitu :

Misi Dinas

. Mening

. Mening

Anak Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris; dibagi menjadi 3 sub bagian meliputi :
e Sub Bagian Umum
e Sub Bagian Keuangan

e Sub Bagian Program
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3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dibagi
menjadi 3 seksi yaitu:

o Seksi Pengarusutamaan Gender

o Seksi Pemberdayaan Masya

o Seksi Kelembagaan Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Gambar Struktur Organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu:
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Gambar V.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Kepala Dinas I

Kelompok Jabatan

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Sub Bagian Umum

Funeglil) Sekretaris Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Program
Bidang PUG & Seksi Kelembagaan Bidang Perlindungan Bidang
Pemberdayaan Pemberdayan Perempuan & Pemberdayaan
Perempuan Perempuan Perlindungan Dan Kelembagaan
Khusus Anak Masyarakat
Seksi Seksi Pemenuhan | ) : :
Pengarusutamaan Hak Anak _SekSl Seksi Pembinaan &
Gender Perlindungan Partisipasi
Perempuan Masyarakat
o 2 pm——
Pe}zjmberdayaan J Perlﬁ]edkusr:gan Seksi Kelembagaan
erempuan
Khusus Anak Masyarakat
Seksi |
Seksi Kelembagaan Dan - Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Layanan Seksi Kelembagaan
r Masyarakat
Pemberdayan Pemenuhan Hak Perlindungan
Perempuan Anak Perempuan Dan

Perlindungan Khusus
Anak

UPT

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
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E. Tugas, dan Fungsi Struktur Organisasi.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan

atas, Dinas

Pekanbaru

%

¢

1. Kepala Dinas

Tugas: membantu Walikota dalam melakukan urusan pemerintah di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas lainnya.

Fungsi
a. Penetapan dan perumusan rencana operasional urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan
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peraturan perundang-undangan;

. Penetapan dan perumusan pelembagaan PUG di lembaga pemerintah kota.

. Penetapan dan perumusan pemberdayaan perempuan bidang hukum, politik

ekonomi, dan sg

administrasi aset dan peralatan, keuangan, pemrograman, kerjasama, hubungan

masyarakat, kearsip, dan dokumentasi;

. Penyusunan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;

. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan tahunan dan

evaluasi masing-masing bidang sebagai pertanggungjawaban;

. Pembagian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sesuai
tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas: menyu ordinasi dan menys 1a operasional bidang

\ \
4&*‘ “h ﬁﬁ&“ .@ arusutamaan

kota.

e. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
Tugas: menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang

perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak seperti perlindungan
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perempuan, perlindungan khusus anak dan kelembagaan perlindungan perempuan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan re e )erasi ar : bidang  perlindungan

Silitasi dan hasil

perlindungan

f. Penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan pengembangan
lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga
Tugas: membuat rencana operasional dan bahan koordinasi bidang pemenuhan
hak anak dan kualitas keluarga seperti pemenuhan hak anak, kualitas keluarga dan

kelembagaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Fungsi

a. Penyusunan rencana operasional dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. Penyusunan bah enggaraan pelaksanaa inasi, dan memeriksa

*‘”ﬂ“‘ Q E ‘@'-'I,ﬁ\“ D@ #‘ cualitas
¢

baga penyedia
layanan U dan hak anak

yang wilayah

Fungsi

a. Penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemberdayaan dan
kelembagaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga pada bidang

pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;

c. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, dan hasil pelaksanaan di
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lingkungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;

d. Penyusunan bahan perumusan, penetapan pengumpulan, analisis dan penyajian

data di Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat tingkat kota.

e. Penyusunan baha an dan penetapan ke antar desa/kelurahan

Fungsi
a. Sebagai
yang mu

b. Bekerjas

oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya
manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda
organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan

suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2020 memiliki sumber daya

aparatur sebagaimana dalam tabel berikut.
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Tabel 1V.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pekanbaru Tahun 2021

- Jenis kelamin
Pendidikan - - Jumlah
Laki-Laki Perempuan

Strata 11 (S2) 4 5 9
Strata | (S1) 4 14 18

Diploma 111 (D3) 0 6

SLTA /SMA 3

SMP 0 0

SD 1 0
Jumlah 12 29 41

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Memperhatikan tabel tersebut tampak bahwa ASN yang memiliki
pendidikan S2 (strata 1) sebanyak 9 orang (21,95%) , S1 (strata I) sebanyak 18
orang (43,90%), D3 atau Diploma Il sebanyak 6 erang (14,63%), SLTA/SMA
sebayak 7 orang (17,07%) dan pendidikan SD sebanyak 1 orang (2,43%). Hal ini
dapat menjadi modal utama dalam, menjalankan-tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru kedepannya.

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai
upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari
urusan yang harus diemban. “Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk
memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemerintah bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung

4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi
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Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hal ini dapat
disimak pada tabel berikut.

Tabel 1V.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan
Peremp dan Perlindungan Kota Pekanbaru Tahun 2021

AN

Golong ‘ 3 - -"M B Jumlah

e

o ~| |~ ©

P

Y % =

N &
r J 2
| -, ’.‘ 10
- r-J 4
> - , 8
u o <1 4
GO N ' 6
Pengatu ﬁ ﬁw . ’ 3
Pengatur (Ilfc) Py 2
Pengatur w _,.m o 0
Pengatur Mu f ) - 1
9 4

Sumber : Data Olah .—'

?

posi sumberdaya aparatur

Dari tabel "

_ aparatur Dinas Pemberdayaan
©

©

“’ 2kanbaru yang sudah mempunyai

berdasarkan golonga & ﬁ
Perempuan dan Perlindunga
pangkat golongan IV sebanyak 9 orang (21,95%), golongan Ill sebanyak 26
Orang (63,41%) dan golongan Il sebanyak 6 orang (14,63%). Hal ini dapat
menunjukkan bahwa 85,36% aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan
perlindungan anak Kota Pekanbaru mempunyai pengalaman kerja yang lama dan
beragam. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan

status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih

tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri,

i, serta peningkatan

Pemberdayaan
anbaru Tahun

Jumlah

4
Eselon 11
Jumlah 16

Dari tabel diatas terlihat bah o Jabatan eselon pada Dinas Pember-
dayaan Perempuan Kota Pekanbaru dipegang oleh perempuan. Oleh karenanya
diperlukan affirmative action agar jabatan eselon Il dan IV jumlahnya seimbang

antara laki-laki dan perempuan.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No Umur Jumlah Persentase
1 <35 3 27%
2 36-42 2 18%
3 43-49 2 18%
4 >50 4 37%
Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2022

69
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3. ldentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti memperoleh identitas responden

penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Japan informan

an Perempuan dan

ra kepada setiap

kota Pekanbaru yaitu tingkat nidya ‘untuk tahun 2020. Namun meskipun
mendapatkan penghargaan dalam program kota layak anak ternyata masih
ditemukan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tidak terpenuhinya hak
anak. Dalam penerapan program KLA ini sangat dibutuhkan peran pemerintah

dan masyarakat dalam menjalankan program sehingga tujuan yang hendak dicapali

akan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

71

Penerapan program KLA harus diselenggarakan dengan baik oleh

pemerintah kota Pekanbaru. Dalam hal ini pemerintah kota Pekanbaru harus

mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah

. Lingkunga

Berikut asil ta 1an terhadap indikator-

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012) tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan dapat diukur jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan
tersebut realistis dengan sosial budaya yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan,

ketika langkah-langkah kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk di
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implementasikan di tingkat warga negara, maka akan sulit untuk mewujudkan

kebijakan publik sampai pada titik yang dikatakan berhasil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ukuran dan
tujuan kebijakan adalah  bagaimana pelaksanaan program. yang dilakukan oleh
dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wadah
pelaksanaan program. Untuk ukuran dan tujuan kebijakan terdapat dua item yang
dinilai yaitu" kejelasan- standar dan sasaran program, dan kejelasan ukuran
ketercapaian.

a. kejelasan standar dan sasaran program

Untuk mengetahui kejelasan standar dan sasaran program dari kebijakan ini,
berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak dr. David
Oloan MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A

Kota Pekanbaru'yaitu :

“Ukuran standar dalam program KLA ini adalah data jumlah kasus anak
yang terjadi per semester. Untuk sasarannya sendiri, yakni dari anak dalam
kandungan hingga usia 18 tahun. Penetapan sasaran ini karena anak di
bawah usia 18 tahun sangat rentan terhadap perlakuan yang bertentangan
dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga dengan
standar dan sasaran ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan
yang terjadi pada anakdi masa depan.” (wawancara, februari 2022).
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk permasalahan yang

terjadi pada anak-anak di kota Pekanbaru disebabkan karena tingginya biaya
hidup, sehingga membuat orangtua melakukan segala upaya untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup,

orangtua sering bertindak melanggar hak-hak anak seperti menjadikan anak

sebagai tulang punggung keluarga, sehingga banyak ditemukan dikota Pekanbaru
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anak-anak dengan kasus yang sama yaitu menjadi pengamen, pengemis, penjual

asongan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, orangtua dengan
latarbelakang ekonemi dan-pendidikan yang rendah, akan terus memanfaatkan
kondisi anak untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan keadaan yang dialami
oleh anak, padahal anak adalah anugerahdari Allah SWT yang wajib dijaga dan
dilindungi bukan malah dijadikan alat untuk mencari nafkah. Kebanyakan
orangtua dengan latabelakang seperti diatas akan terus menerus melakukan hal
tersebut sampai mengundang simpati banyak orang agar orang merasa kasihan
dan memberikan uang. Orangtua yang memperkerjakan anak dibawah usia 18
tahun kebanyakan merekanya sendiri sebagai orangtu malah bermalas-malasan
sedangkan anaknya disurun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup
orangtuanya, padahal anak adalah tanggung jawah orangtua yang wajib disayang,
diberikan pendidikan, dinafkahi dan dilindungi dari segala ancamana bukan malah
menjadikan alat untuk mencari nafkah. Keadaan yang seperti ini akan terus terjadi
jika tidak ada kesadaran dari orang tua, saudara, tetangga, masyarakat dan
lingkungan sekitar terkait kebutuhan anak:

Adapun tujuan kebijakan program KLA dalam perlindungan anak
disampaikan oleh Bapak dr. David Oloan MARS sebagai kepala bidang

perlindungan perempuan dan anak DP3A Kota Pekanbaru yaitu :

“Program KLA dalam perlindungan anak mempunyai tujuan yaitu untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam memperoleh pendidikan,
kesehatan, kebudayaan dan sebagainya sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan” (Wawancara, februari 2022).
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Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, perlindungan anak sangat

penting karena perlindungan anak merupakan kebutuhan dasar yang harus
diwujudkan dalam pengembangan program kota layak anak yang bersinergi dalam
melindungi dan memenuhi-hak-hak anak sebagai® penerus. bangsa. Perlindungan
anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh;,-berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dalam kehidupan yang
serba maju seperti saat sekarang ini tidak mengherankan jika banyak orang yang
memanfatkan _keadaan anak untuk memperoleh keuntungan mulai dari
memanfaatkan anak untuk mengemis, menjadi pencuri, diperjual belikan dan lain
sebagainya. Zaman sekarang ini anak bak perhiasan yang memiliki nilai tukar
rupiah yang tinggi jika berada dilingkungan yang salah, karena anak dibawah usia
18 tahun bersifat rentan sehingga mereka tidak memiliki tenaga dan keberanian
untuk menolak perintah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain
itu anak-anak dibawah usia 18 tahun sangat mudah untuk di iming-imingi dan
dipengaruhi sehingga perlindungan "anak sangat perlu untuk diberikan dan
ditegakkan kepada anak-anak diseluruh Indonesia khususnya untuk anak-anak
yang berada dikota Pekanbaru. Jika lingkungan, masyarakat dan pemerintah lebih
perduli terhadap keadaan anak pada saat ini mungkin negara akan menghasilkan

anak-anak yang berkualitas dan berkompeten untuk kemajuan bangsa guna
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menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi tumbuh kembang anak

sebagai penerus bangsa.

Untuk ukuran ketercapaian program KLA disampaikan oleh Bapak dr.
David Oloan MARS sebagai.kepala bidang perlindungan. perempuan dan anak

DP3A kota Pekanbaru yaitu:

“Dalam: program Kl ukuran: | ketercapalan dapat = dilihat dari
perbandingan jumiah” Kkasus dari tahun ke'tahun apakah meningkat atau
tidak, karena tidak semua kasus yang masuk dan diproses sama, oleh sebab
untuk ketercapaian program ini akan ditinjau secara terus menerus”
(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, banyak sekali kasus yang
masuk dan dilaporkan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sebagai wadahyang menangani pencegahan dan penanggulangan tindak
kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di kota Pekanbaru. Untuk setiap
kasus yang masuk akan didata. guna pengklarifikasian kasus. Penanganan kasus
ini dilakukan langsung oleh petugas asesmen sebagai perantara antara pelapor dan
dinas sehingga korban akan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan

situasi dan kondisi yang dialami.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, untuk pelaporan yang

sudah dilakukan baik dari korban secara langsung ataupun rujukan dari
masyarakat semuanya akan ditindaklanjuti. Setiap laporan yang masuk akan di
daftarkan dan ditindaklanjuti apakah termasuk golongan kekerasan pada anak atau
bukan. Untuk korbannya akan diwawancarai dan discreening guna memperdalam
kasus yang dihadapi. Nantinya petugas akan memberikan asesmen kepada korban

mencakup kebutuhan korban seperti pendampingan psikologi atau konseling yang
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berguna untuk memperjelas layanan rujukan yang akan diberikan, apakah korban

akan dirujuk pada instansi terkait atau korban akan diberikan layanan oleh
petugas. Setiap penanganan kasus yang diterima dinas pemberdayaaan perempuan
dan perlindungan_anak bersama UPT PPA sudah mendapatkan izin pemerintah
kota sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan pelaporan karena
setiap pelaporan akan dirahasiakan,sehingga tidak memicukan permasalahan lain
yang mempengaruhi psikis korban.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator ukuran dan
tujuan kebijakan dalam program KLA dikatakan “terimplementasi”. Hal ini di
karenakan dalam penyampaian program sudah ada standar dan-sasaran yang ingin
dicapai sehingga ukuran dan tujuan program dapat dilaksanakan. Untuk ukuran
standar dalam program kota layak anak yaitu data jumlah kasus anak yang terjadi
per semesternya yaitu setiap.perenam bulan,dan sasarannya yakni dari anak dalam
kandungan hingga usia 18 tahun. "Untuk tujuan perlindungan anak adalah
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan.dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Sumberdaya

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2012) sumberdaya adalah
keberhasilan proses implementasi kebijakan yang tergantung pada kemampuan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang
paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Untuk

tahap-tahap proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang
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berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditunjukkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara publik.

Dari aspek sumberdaya, pengembangan program Kota Layak Anak di Kota

i. Badan Pemberdayaan

Terpadu Pe pusat kegiatan

terpadu yan kKorban kekerasan
di Kota Pek a item penilaian

Jan ketersediaan

“Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program ini ada Walikota,
Dinas DP3A, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian
Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Dinas Sosial, Kapolres, Pengadilan Negeri, Psikologi Anak,
dan dinas-dinas lainnya” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk sumberdaya
manusia yang terlibat dalam program KLA sudah ada akan tetapi tidak semuanya

berperan, hal ini di karenakan masih kurangnya tanggungjawab bersama untuk
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menyelesaikan permasalahan anak sehingga permasalahan anak dikota Pekanbaru

menjadi menumpuk. Permasalahan anak terus terjadi dikarenakan kurangnya

kesadaran orangtua, masyarakat, lingkungan dan pemerintah terkait kebutuhan

pendidikan : dan dinas la : am_pemenuhan hak

anak terse : ang terlibat o dan tanggungjawab
Untuk
pemenuhan : i . ‘ ekolah ramah anak
yang berfu terhadap
' 4
permasalahan h anak juga merupakan
L4 _
program yang : 1ak dalam proses belajar

mengajar, aman, dan diskriminasi serta
menciptakan ruang bag ! tuk. be berinteraksi, berpartisipasi,
bekerjasama, menghargai keragaman tolerasi dan perdamaian. Untuk edukasi
yang diberikan kepada perangkat sekolah seperti membuat kebijakan anti
kekerasan (sesama siswa,tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai
sekolah lainnya), membuat program usaha kesehatan sekolah (uks), membuat

lingkungan sekolah yang bersih dan aman, dan membuat sekolah adiwiyata.
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Adapun upaya pelatihan-pelatihan yang diberikan pada sumberdaya

manusia disampaikan oleh bapak Indra, S.Sos., MM sebagai seksi perlindungan

khusus anak yaitu:

“Untuk pelatihan-pelatihan. yang diberikan pada SDM seperti pertemuan
sosialisasi dengan para aktivis dengan mengundang walikota, kementrian
DPA, dan dinas terkait lainnya untuk membahas kasus-kasus terbaru yang
tengah terjadi, sehingga setiap sub organisasi yang terlibat dalam program
KLA dapat mengingat. kembali:-peran: dan tanggung jawabnya masing-
masing "’ (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pelatihan-pelatihan untuk
SDM sudah ada sejak awal program KLA ini dilaksanakan di kota Pekanbaru,
hanya saja untuk antusiasme dari sumberdaya manusianya masih sangat kurang
sehingga pelatihan yang diberikan tidak efektif diterima oleh sumberdaya terkait.
Pelatihan-pelatihan ini tidak efektif karena sumberdaya manusianya sering absen
ketika diberikan pelatinan dengan alasan sedang turun kelapangan sehingga tidak
dapat mengahdiri pelatihan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, sumber daya manusia yang
terlibat sering kali absen menghadiri pelatihan dikarenakan tidak adanya uang
operasional yang diberikan oleh pemerintah atau.dinas terkait sehingga mereka
sebagai agen pelaksana yang akan menangani kasus-kasus yang terjadi dikota
Pekanbaru tidak memiliki semangat dalam mengikuti pelatihan tersebut sehingga
pada saat pelatihan mereka akan cenderung mengantuk karena pelatihan yang
diberikan cenderung bersifat satu arah. Selain itu untuk tupoksi dari setiap
sumberdaya manusia yang terlibat juga kurang terlaksana sehingga pencegahan
dan penanggulangan perlindungan anak dalam program kota layak anak tidak

maksimal terlaksana.
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b. Ketersediaan anggaran program

Dalam indikator sumber daya, selain berhubungan dengan sumberdaya
manusia juga berkaitan dengan sumberdaya finansial (anggaran). Untuk
sumberdaya finansial dalamprogram KLA dijelaskan oleh.Bapak dr. David Oloan
MARS sebagai kepala bidang perlindungan perempuan dan anak DP3A kota

Pekanbaru.

“Anggaran untuk tahun 2022 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mendapatkan sebesar Rp. 400.000.000,-- (empat ratus
juta rupiah). Anggaran ini tentu sangat kurang jika kita mengkaji dari
perlindungan anaknya sendiri karena jika semua mau kita laksanakaan
pasti akan membutuhkan anggaran yang banyak’”(wawancara, februari
2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, untuk anggaran
pelaksanaan program kota layak anak yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) kota Pekanbaru. Anggaran ini diberikan 1 tahun sekali, dengan
memperhatikan berbagai persoalan’ yang: terjadi di kota Pekanbaru khususnya
yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Jika diperhatikan kembali anggaran untuk
tahun ini tentu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hanya saja untuk
pelaksanaan program kota layak anak ditahun2022 masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk anggaran yang di
berikan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dirasa masih kurang karena semua hal yang dilakukan dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru membutuhkan dana, seperti
dana untuk penyaluran program kepada masyarakat, dana untuk membuat tempat
pengaduan dan dana untuk fasilitas perlindungan anak. Anggaran dana yang telah

tersalurkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah merupakan bentuk respon
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pemerintah terkait keadaan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang merupakan wadah yang menangani permasalahan anak
yang terjadi dikota Pekanbaru. Setiap sumberdaya manusia dan anggaran yang
terbentuk saling berdampingan, karena tidak® mungkin sumberdaya yang
dihasilkan berkualitas tetapi anggarannya tidak mencukupi. Itu sebabnya antara
sumberdaya manusia dan anggaran: ;harus diperhatikan karena keduanya
merupakan ~komponen'" penting bagi keberhasilan program yang akan
dilaksanakan.
c. Ketersediaan sarana dan prasarana program

Adapun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kota layak anak
dijelaskan oleh bapak Indra, S.Sos., MM, sebagai seksi perlindungan khusus anak

DP3A kota Pekanbaru yaitu:

“Untuk prasarana dalam program ini, disesuaikan dengan peraturan
walikota tentang perlindungan ‘anak-seperti membuat kelompok jejaring
untuk tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Sedangkan untuk sarana
pada perlindungan anak ada rumah aman, mobil perlindungan, dan call
center 24 jam "’ (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil. wawancara dan analisis penulis, untuk sarana dan
prasarana perlindungan anak dalam program-Kota Layak Anak sudah ada seperti
mobil perlindungan, rumah aman dan call center 24 jam. Semua sarana dan
prasarana dalam perlindungan anak merupakan jawaban dari kebutuhan
masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak di
kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana perlindungan anak akan berfungsi untuk

membantu mempercepat perlindungan terhadap perempuan dan anak korban

kekerasan yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini  diberikan sebagai
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wujud nyata hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang

membutuhkan keadilan dan perlindungan.

Berdasarkan hasil oberservasi dilapangan, untuk sarana rumah aman akan
digunakan sebagai«tempat tinggal sementara_bagi perempuan dan anak korban
kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Rumah aman bersifat rahasia dan
berfungsi sebagai tempat pemuliban fisik-dan psikis sesual dengan standar yang
berlaku. Rumah aman-dirancang untuk pengawasan” dan perawatan sehingga
korban merasa aman dan terlindungi. Dalam rangka menghilangkan trauma pada
anak, rumah aman akan melakukan kegiatan positif dan edukatif bagi anak seperti
menggambar, bernyanyi, melukis dan kegiatan seni lainnya yang bertujuan agar
anak merasa senang dan tidak tertekan dengan keadaan yang dialaminya. Pihak-
pihak yang terlibat dalam rumah aman tidak hanya polisi dan petugas keamanan
akan tetapi jugapsikolog klinis, dan konselor.

Untuk mobil perlindungan (molin) digunakan sebagai wadah atau tempat
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa pelaporan atau
penanganan kasus “yang tengah terjadi di lingkungan masyarakat. Selain
digunakan sebagai wadah penanganan kasus maobil perlindungan juga digunakan
sebagai wujud nyata hadirnya pemerintah ditengah-tengah masyarakat dalam
penanganan dan pencegahan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak. Selain itu keberadaan mobil perlindungan juga berguna untuk
mempermudah pelayanan pengaduan dan konsultasi bagi masyarakat khususnya
mengenai kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak sehingga masyarakat

tidak perlu jauh-jauh datang kekantor untuk melakukan pelaporan atau konsultasi.
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Untuk Call center 24 jam merupakan layanan via telpon yang bisa

digunakan oleh masyarakat tanpa memperhatikan waktu, situasi dan kondisi
pelaporan. Call center 24 jam diberikan sebagai wujud untuk mempercepat
masalah perlindungan terhadap perempuan dan-anak yang mengalami tindak
kekerasan ataupun diskriminasi dilingkungan tempat tinggalnya. Layanan ini juga
merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak
serta sebagai jaminan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak
korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus. Kehadiran call center
bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan
pengaduan kasus kekerasan.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, - untuk indikator
sumberdaya dalam  implementasi Program KLA dikatakan “kurang
terimplementasi”’. . Hal inidikarenakan masih kurangnya tanggungjawab
sumberdaya manusia dalam menjalankan program, kurangnya anggaran yang
disediakan dalam program dan kurangnya sosialisasi untuk sarana dan prasarana
dalam perlindungan-anak. Untuk anggaran dalam program berasal dari anggaran
pendapatan belanja daerah dengan “memperhatikan berbagai persoalan yang
tengah terjadi di kota Pekanbaru, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan
melalui APBD harus sesuai kebutuhan program. Untuk sarana dan prasarana
perlindungan anak dikota Pekanbaru itu kurang terimplementasi dikarenakan
kurangnya sosialisasi terkait fasilitas yang disediakan dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru seperti mobil perlindungan,

rumah aman dan call center 24 jam sehingga pelaksanaan pada indikator
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sumber daya ini kurang terimplementasi.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informalsyang akan.terlihat dalam_pengimplementasian kebijakan. Hal
ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh
karakteristik yang tepat serta. cocok«dengan para agen pelaksananya. Untuk
karakteristik-agen pelaksana terdiri dari tiga item yang-dinilai yaitu: pembentukan
unit perlindungan, tupoksi agen pelaksana dan pelaksanaan sesuai SOP.

a. Pembentukan unit perlindungan
Berdasarkan wawancara dengan ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi Perlin
dungan khusus anak untuk pembentukan unit pelaksana perlindungan anak dalam

program KLA Yyaitu:

“Untuk unit pelaksanasperlindungan anak, dibentuk berdasarkan peraturan
Menteri. Nomor 4 tahun'. 2018 |-tentang Pedoman+Pembentukan Unit
Pelaksana . Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit
Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD PPA adalah pelaksana teknis
operasional yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah
lainnya” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan-analisis penulis, pembentukan unit

perlindungan anak sudah berjalan sekitar 4 tahun. Pembentukan unit pelaksana ini
bertujuan sebagai sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang
dibentuk pemerintah daerah berbasis masyarakat sehingga struktur pengurusannya
sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh
perempuan dan anak. Pembentukan unit perlindungan ini akan membantu Kinerja

dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru
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khususnya terkait masalah pemeneuhan hak-hak anak dan masalah perlindungan

anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, untuk fungsi UPT PPA
yaitu sebagai pusatdayanan penanganan korban.kekerasan.yang mudah dijangkau
dan aman serta peduli terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus
kekerasan. Untuk layanan yang diberikan-:UPT PPA yaitu pengaduan masyarakat,
penjangkauan korban, pengelolaan kasus, tempat tinggal sementara, mediasi dan
pendampingan korban. Untuk semua layanan yang diberikan oleh UPT PPA
bersifat gratis sehingga masyarakat dapat dengan bebas mengakses setiap fasilitas
yang telah diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan-perlindungan anak
bersama UPT PPA kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan kota Pekanbaru.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari program KLA ini disampaikan oleh

ibu Sari Ramadhani SE yaitu:

“Untuk hasil yang ingin dicapai yaitu dapat menyelesaikan permasalahan
anak yang terjadi dengan semaksimal mungkin, sehingga terciptanya
lingkungan yang melindungi dan memenuhi kebutuhan setiap anak sebagai
generasi penerus bangsa *(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, hasil yang ingin dicapai
dalam program KLA adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan di lingkungan masyarakat untuk bebas berpendapat, memperoleh
kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi tanpa ada kekerasan atau

diskriminasi didalamnya. Setiap perlindungan anak merupakan tugas bersama

mulai dari pemerintah, agen pelaksana, dunia usaha, maupun masyarakat,
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sehingga diharapkan dengan adanya pelaksana kebijakan ini dapat memberikan

rasa aman bagi tumbuh kembang anak dilingkungan kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, setiap pencegahan dan

perlindunga

anak Perse
berhak tu
diperlakuka a adi Sanz lebih maksimal

terlaksana.

“Setiap dari kami sudah memiliki tupoksinya masing-masing jadi kami
melaksanakan pekerjaan memang sesuai tuntutan dari tugas pokok dan
fungsi pekerjaan, jadi kalo ada kegiatan yang tidak efektif kami tidak saling
menyalahkan karena setiap bidang sudah ada tupoksinya”(wawancara,
februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, tupoksi yang telah
terbentuk akan memperkuat peran dari setiap agen pelaksana sehingga

meminimalisir penyimpangan tupoksi dari pekerjaan yang dilakukan. Tupoksi
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pekerjaan yang terbentuk juga merupakan tanggung jawab dari setiap agen

pelaksana sehingga setiap agen pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jika pelaksanaan tupoksi tidak sesuali
dengan tugas dan_fungsi pekerjaannya maka akan menyebabkan kecacatan pada
program yang dijalankan karena keberadan agen pelaksana yang memilki tupoksi
sesuai dengan pekerjaannya cenderungekerja secara tertata, efektif dan efesien.

Berdasarkan hasil - observasi penulis dilapangan, pelaksanaan tupoksi
merupakan cerminan dari terlaksananya sebuah kebijakan program, karena jika
setiap agen pelaksana kebijakan melakukan tupoksinya sesual dengan tanggung
jawab yang dimiliki maka hasil dari program kebijakan akan-menunjukkan hasil
yang bagus namun sebaliknya jika agen pelaksana tidak dapat menjalankan
tupoksinya dengan baik maka bisa dipastikan program kebijakan yang dijalankan
akan berantakan. Hal seperti ini harus mendapatkan perhatian khusus bagi
pemimpin agar bisa menempatkan “seseorang sesual dengan bidang atau
keahliannya masing-masing sehingga tupoksi yang dieban juga akan berjalan
sesuai dengan tujuan program yang inginkan.
c. Pelaksanaan sesuai SOP

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sari Ramadhani SE sebagai kasi

perlindungan khusus anak mengenai pelaksana sop yaitu:

“Untuk setiap program yang telah dikeluarkan pemerintah kami selalu
melaksanakannya sesuai SOP sehingga pencapaian yang kami lakukan
dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu untuk semua agen
pelaksana juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing
sehingga kami bekerja sudah sesuai tuntutan dari pekerjaan yang kami
pegang ”(wawancara, februari 2022).
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Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, program KLA yang telah

terlaksana di kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur
yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari
isi SOP yang merupakan prosedur baku, karena jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidak-jelasaan, ketidak-serasian, ketidak-transparan, ketidak-
lancaran dan ketidak-tepatan dalam, pelayanan penanganan pengaduan korban
tindak kekerasan. Selain 1tu pelaksanaan program yang sesuai dengan SOP akan
menandakan bahwa program kebijakan yang di lakukan sudah sesuai dengan
arahan dan perintah yang diberikan oleh pemerintah sehingga setiap pencapaian
dan penurunan program akan mudah dikenali karena sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur yang berlaku.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator
karakteristik ~ agen . pelaksana dalam program KLA. .dikatakan sudah
“terimplementasi”’. Hal ini dikarenakan semua sub item dalam indikator sudah
terlaksana seperti sudah adanya pembentukan unit perlindungan, adanya hasil
yang ingin dicapai, adanya tupoksi agen pelaksana, dan adanya SOP kebijakan.
Untuk unit pelaksana perlindungan anak sudah dibentuk sesuai dengan Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
yaitu Nomor 4 tahun 2018. Untuk hasil yang ingin dicapai dalam program kota
layak anak ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan di lingkungan masyarakat untuk bebas berpendapat, memperoleh

kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi tanpa ada kekerasan atau



89

diskriminasi didalamnya. Dan untuk pelaksanaan tupoksi sudah sesuai dengan

tanggung jawab yang dimiliki setiap agen pelaksana dalam menjalankan program

kota layak anak di kota Pekanbaru.

4. Sikap atau kecendrungan para.pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat

mempengaruhi keberhasilan atau-tidaknya-kinerja implementasi kebijakan publik.
Hal ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakanbukanlah hasil
perumusan warga setempat yang terbiasa dengan permasalahan yang mereka
hadapi. Untuk sikap atau kecendrungan para pelaksana terdiri dari dua item

penilaian yaitu: adanya dukungan agen pelaksana, dan adanya sosialisasi program.

a. Adanya dukungan agen pelaksana

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu Reli Sugianti, SKM sebagai
kepala seksi pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan
yaitu :

“Program KLA sangat didukung oleh pemerintah kota Pekanbaru, karena
program kota layak anak merupakan penghargaan yang diberikan langsung
oleh presiden kepada kepala daerah atas prestasi dan kontribusinya dalam
mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.’(wawancara, februari
2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, pelaksanaan program
kota layak anak dikota Pekanbaru sudah didukung oleh pemerintah kota, hal ini
dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan kota
layak anak di kota Pekanbaru yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019. Isi dari Perda
tersebut yaitu menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan perwakilan
anak, DPRD, pengadilan, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat dan media massa

dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru sehingga akan
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mempercepat proses perlindungan anak dalam program KLA.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penyelenggaraan perda Nomor 7
Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak di kota Pekanbaru memang
masih tergolong baru akan. tetapi pemerintah.sebagai-agen pelaksana sudah
menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaan program kota layak anak ini terlihat
dari isi perda yang sudah disebutkan-diatas, selain itu pemerintah juga sudah
berupaya melibatkan diri dalam pelaksanaan fasilitas-dalam perlindungan anak.
Pemerintah sebagai agen pelaksana sudah menunjukkan dukungan terkait program
kota layak anak dalam hal melindungi dan memberikan pemenuhan hak untuk
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam  pembangunan bangsa.
Sehingga dengan adanya dukungan dari pemerintah ini pelaksanaan program kota
layak anak yang sudah berjalan di kota Pekanbaru dapat lebih maksimal
terlaksana guna mengurangi_kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak
dikota Pekanbaru.

b. Adanya sosialisasiprogram

Adapun sosialisasi program KLA yang dilaksanakan dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbarudisampaikan oleh ibu Reli
Sugianti, SKM sebagai kepala seksi pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan

alternatif dan pendidikan yaitu :

“Untuk sosialisasi disini ada beberapa bidang yang masing-masing
tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya, nah untuk sosialisasinya
sendiri itu berbeda-beda tergantung permasalahan yang akan dihadapi dari
setiap kepala bidangnya. Untuk penyelenggaraan KLA nya sendiri tidak
hanya dibidang kami saja tetapi semua bidang juga terkait agar terlaksana
apa yang diharapkan oleh program yang dibentuk”(wawancara, februari
2022).
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Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, sosialisasi untuk program

KLA ini berbeda-beda karena dalam program ini terdiri dari 5 klaster yaitu:
klaster (1) hak dan kebebasan sipil; klaster (2) lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif; klaster (3) kesehatan dan-kesejahteraan dasar; klaster (4)
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster (5)
perlindungan khusus. Dari setiap-rklaster- memiliki peranannya masing-masing
dalam mendukung terlaksananya program kota layak ‘anak yang diselenggarakan
oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru,
sehingga untuk sosilisasi yang diberikan pun juga akan berbeda-beda meskipun
demikian tetap tujuan utama dari program ini yaitu menciptakan lingkungan yang
aman bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, meskipun dalam
pelaksanaan sostalisasi dari setiap klaster berbeda-beda akan tetapi untuk
pencegahan dan penanggulangan masalah yang terjadi pada perempuan dan anak
tetap akan di pegang oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ketika terjadi eksploitasi anak yang menangani harus bidang klaster 5, hal ini
dikarenakan klaster 5 memilki-peran yaituumemberikan perlindungan khusus pada
anak. Untuk sosialisasi yang diberikan pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus
pada anak mulai dengan cara penyebaran brousur ke masyarakat, memberitahu
tentang fungsi keberadaan mobil perlindungan, fungsi rumah aman dan fungsi call
center 24 jam guna mempercepat proses sosialisasi. Selain itu untuk
pengaduan/pelaporan dari masyarakat tidak akan dipungut biaya atau gratis

sehingga masyarakat tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukan pelaporan
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karena semua pelaporan yang diajukan akan dijamin keamanannya untuk ditindak
lanjuti.
Adapun respon masyarakat (orang tua anak) Ibu Ismawarni terkait

sosialisasi program-KLA yaitu.

“Kami merasa sosialisasi yang diberikan DP3A sangat kurang sehingga
kami merasa setiap upaya pemenuhan hak anak yang diberikan pemerintah
melalui DP3A tidak  semuanya - terlaksana, hal ini dapat dilihat masih
ditemukan anak yang bekerja di jalanan seperti .mengamen, menjual koran,
tisu atau lain sebagainya, padahal tujuan sosialisasikan untuk melindungi
dan memenuhi kebutuhan anak”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, dalam penyampaian
sosialisasi terkait perlindungan anak ditemukan hambatan seperti kurangnya
komunikasi dalam penyampaian informasi tentang mobil perlindungan, rumah
aman dan call center 24 jam.sehingga masih. banyak masyarakat yang tidak
mengetahui terkait sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan
perempuan dan.perlindungan- anak p kota \Pekanbaru. Selain itu juga masih
ditemukan respon masyarakat yang cuek terhadap masalah di lingkungan sekitar
yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga masih banyak ditemukan
kasus-kasus yang tidak tercatat dan terdata di dinaspemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, kasus-kasus yang tidak
tercatat dan terdata di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kota Pekanbaru disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar
terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak, selain itu juga karena ketidak
tahuan masyarakat untuk melakukan pelaporan/pengaduan itu kemana sehingga

ketika terjadi kasus yang sama masyarakat akan cenderung diam karena
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kurangnya informasi terkait fasilitas yang diberikan oleh dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru. Padahal jika masyarakat lebih
peduli dan tahu terkait fasiltas yang disediakan dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak kota-Pekanbaru mungkin.kasus-kasus yang menimpa anak
pada saat Ini akan jauh berkurang dn tentunya akan sangat membantu
mempercepat peningkatan program-KLA dikota Pekanbaru.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan;-untuk indikator sikap atau
kecendruangan para pelaksana dikatakan “kurang terimplementasi”. Hal ini
dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat
seperti sosialisasi mobil perlindungan, rumah aman, dan call center 24 jam. Selain
itu juga masih ditemukan kendala dalam penyampaian sosialisasi seperti
kurangnya koemunikasi dan informasi dalam penyampaian sosialisasi serta respon
masyarakat yang cuek terhadap permasalahan yang terjadi.pada anak. Untuk
sosialisasi  perlindungan anak kurang . terlaksana dikarenakan kurangnya
kepedulian masyarakat sekitar terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak,
selain itu juga “karema ketidak-tahuan masyarakat untuk melakukan
pelaporan/pengaduan itu kemana sehingga kasus yang semeskinya bisa dilaporkan
malah di diamkan saja karena kurangnya pengetuhuan masyarakat terkait fasilitas
dalam perlindungan anak tersebut.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan

publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlihat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan dalam proses
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implementasi akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Untuk

komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana terdiri dari dua item penilaian
yaitu: komunikasi antar organisasi yang terbentuk dan koordinasi antar organisasi
dalam implementasi‘program:
a. Komunikasi antar organisasi yang terbentuk

Untuk komunikasi yang terbentuk antara dinas dan masyarakat disampaikan
oleh ibu 'Riska Dwi “wahyuni S.Pd selaku pegawai Unit Pelaksana Teknis

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yaitu:

“Komunikasi yang terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dengan masyarakat yaitu melalui perlindungan anak
terpadu berbasis masyarakat (PATBM). PATBM adalah sebuah gerakan
masyarakat untuk bekerjasama agar mempercepat tujuan perlindungan
anak. “(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, komunikasi yang
terbentuk antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
masyarakat yaitu melalui perlindungan anak terpadu - berbasis masyarakat
(PATBM). Komunikasi yang terbentuk ini merupakan. kebutuhan dalam upaya
pengembangan program. kota layak anak dikota Pekanbaru. Komunikasi yang
terjalin tentunya akan menciptakan sebuah hubungan sehingga permasalahan yang
terjadi pada anak dapat diselesaikan dengan komunikasi timbal balik atau dua
arah. Dari komunikasi yang terbentuk melalui perlindungan anak terpadu berbasis
masyarakat akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk

melakukan upaya pencegahan yang membangun agar terjadi perubahan

pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
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Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, dalam perlindungan anak

terpadu berbasis masyarakat ada tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin
mengubah norma sosial dan praktik budaya yang membenarkan kekerasan; ingin
membangun sistem’ pada tingkat komunitas..dan keluarga untuk mencegah
kekerasan; dan ingin meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak
dalam mencegah kekerasan. Perlindungan. anak terpadu berbasis masyarakat ini
merupakan salah satu organisasi yang di dirikan oleh masyarakat secara langsung
dan bersifat aktif. Pembentukan organisasi ini yaitu bertujuan ingin membantu
dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melindungi anak-
anak di kota Pekanbaru dari tindak kekerasan yang akan dihadapinya dan juga
ingin menunjukkan kepada semua masyarakat kota Pekanbaru bahwa kita sebagai
masyaraakat juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak
anak.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, untuk komunikasi yang terbentuk
antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan
anak terpadu berbasis masyarakat masih ditemukan hambatan. Hal ini
dikarenakan kurangnya sosialisast terkait perlindungan anak terpadu berbasis
masyarakat ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui
apa itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan bagaimana cara
kerjanya. Selain itu juga masih kurangnya komunikasi dari pihak dinas
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait permasalahan anak yang
membutuhkan perlindungan sehingga perlindungan anak terpadu berbasis

masyarakat yang merupakan wadah dari masyarakat untuk masyarakat tidak
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berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan anak karena kurangnya

terbukaan dari pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota

Pekanbaru tersebut.

b. Koordinasi antar organisasi dalam implementasi program.

Hasil wawancara penulis bersama ibu Riska Dwi wahyuni S.Pd sebagali

pegawai Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
Kota Pekanbaru mengenai koordinasi antara dinas dan-masyarakat dalam pelaksa-

naan program KLA, yaitu:

“Koordinasi yang kami lakukan biasanya mengundang LSM terkait untuk
melakukan rapat dan membahas permasalahan-permasalahan anak yang
tengah terjadi, sehingga antara dinas dan LSM.ada keterbukaan informasi
sehingga terbentuklah rasa kerjasama antara dinas dan LSM ferkait”
(wawaneara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, koordinasi yang telah
dilakukan dinas pemberdayaan. perempuan daniperlindungan anak yaitu dengan
mengundang lembaga swadaya masyarakat untuk ikut serta membantu
memberikan perlindungan kepada anak dalam pelaksanaan program KLA.
Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat kurang lebih sama dengan
perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yaitu ingin sama-sama melibatkan

masyarakat dalam pelaksanaan program kota layak anak di kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, keterlibatan lembaga swadaya
masyarakat dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat akan membantu
mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak sehingga anak akan

mendapatkan hak nya yaitu diberikan perlindungan dalam segala hak. Semakin

banyak lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program
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kota layak anak ini maka akan semakin cepat pemenuhan dan perlindungan anak.

Dari koordinasi yang telah terbentuk akan menciptakan rasa keperdulian bagi
masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi anak pada saat ini khususnya
dikota Pekanbaru.

Adapun respon masyarakat yaitu bapak Pasca Ariss A.Md terkait koordinasi
yang telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dengan LSM vaitu:

"kami merasa koordinasi dalam program KLA ini sangat baik ya, karena
adanya kerjasama dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program.
Selain itu sebagai masyarakat kami tentu sangat menerima program ini
sebagal bagian dari kebijakan pemerintah. Karena kami dapat merasakan
sendiri bahwa perlindungan anak dalam program_ini sangat penting untuk
terus diberikan” (Wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, respon masyarakat
terhadap koordinasi ini memang sangat baik yaitu menerima program ini sebagali
bagian dari kebijakan pemerintah, akan. tetapi tidak semua masyarakat mau
mengikuti koordinasi yang telah dibentuk dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak bersama lembaga swadaya masyarakat sehingga dalam
pelaksanaan koordinasinya tidak tersebar merata dilingkungan masyarakat.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator komunikasi
antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dikatakan “kurang terimplementasi”. Hal
ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait perlindungan anak terpadu berbasis
masyarakat ke masyarakat, kurangnya komunikasi dari pihak dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak terkait permasalahan anak serta tidak semua

masyarakat mau mengikuti koordinasi yang telah dibuat oleh dinas pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak bersama lembaga swadaya masyarakat.
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6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter Dan Van Horn adalah
sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang
telah diterapkan. Untuk indikator Lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdiri
dari tiga item penilaian yaitu: kondisi-ekonomi lingkungan, kondisi lingkungan

sosial dan opini publik yang ada di lingkungan implementast.

a. Kondisi ekonomi lingkungan

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Ibu Sari Ramadhani SE
sebagai kasi perlindungan khusus anak mengenai kondisi lingkungan ekonomi
dalam implementasi program KLA yaitu:

“Dari kondisi lingkungan ekonomi, banyak orangtua yang keterbelakangan

ekonomi memaksa anaknya untuk bekerja dibawah umur. Hal ini terjadi

karena orangtua merasa.tertekan dengan keadaan ekonomi yang dihadapai
sehingga ~menjadikan “anak’ sebagai,'sumber pendapatan yang akan
mengahasilkan uang, karena dizaman sekarang ini.orang lebih simpati
kepada anak dibawah umur sehingga peran anak pun banyak
disalahgunakan oleh orangtua yang mengalami keterbelakangan ekonomi
tersebut ”(wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, kondisi ekonomi

merupakan kedudukan atau posisi kelompok manusia yang ditentukan oleh
aktifitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.
Berdasarkan kondisi lingkungan ekonomi yang keterbelakangan sangat sulit
memberikan pemahaman kepada mereka tentang pemenuhan hak anak, karena
masyarakat keterbelakangan ekonomi selalu beranggapan bahwa anak adalah hak
milik orangtua sehingga mereka dapat dengan bebas memanfaatkan kondisi anak

dalam segala hal.
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Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, masih ditemukan orangtua

yang tidak memberikan kebebasan pada anak seperti kebebasan berpendapat
ataupun kebebasan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, kesehatan atau lain
sebagainya. Hal ini- mereka. lakukan agar anakstidak membuang-buang waktu
untuk belajar, akan lebih baik jika waktu tersebut digunakan untuk bekerja dan
bekerja agar mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup. Orangtua yang seperti
ini akan cenderung menutup rapat-rapat mata, telinga dan hatinya untuk menerima
program Kota Layak Anak yang diselenggarakan dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak kota Pekanbaru, karena bagi mereka anak adalah sumber
pendapatan yang menjanjikan oleh sebab itu tidak boleh dicampuri oleh pihak
manapun termasuk pemerintah dan negara.
b. Kondisi sosial lingkungan

Adapun hasil wawancara penulis dengan ibu Sari Ramadhani SE sebagali
kasi perlindungan khusus anak mengenai kondisi lingkungan sosial dalam

implementasi program KLA yaitu:

“Untuk kondisi lingkungan sosial dalam pelaksanaan program KLA sangat
sulit dicapai pada masyarakat yang jauh dari keramaian karena
masyarakat yang jauh darl keramaian cenderung hidup menutup diri
terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga sangat
sulit untuk menyampaikan sosialisasi terkait program KLA. Selain itu,
buruknya kondisi lingkungan sosial masyarakat juga akan mempengaruhi
kualitas anak, oleh karena itu lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial
saling mempengaruhi” (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, kondisi sosial adalah
suatu kondisi yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat
tertentu yang berkaitan dengan keadaan sosial, dalam hal ini lingkungan sosial

memiliki peran yang dapat menentukan kedudukan anak dalam kehidupan
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bermasyarakat. Dalam lingkungan sosial masyarakat yang tertutup akan sangat

sulit diberikan sosialisasi terkait program KLA, karena masyarakat yang tertutup
selalu beranggapan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak
berdampak positif bagi mereka atau bahkan kebanyakan. kebijakan pemerintah
justru merugikan pihak mereka sebagai masyarakat sehingga mereka lebih baik
tidak melaksanakan atau mengetahui tentang program itu.

Berdasarkan hasil' observasi penulis dilapangan, masih ditemukan
masyarakat dengan keadaan lingkungan sosial yang tertutup. Masyarakat derngan
lingkungan tertutup ini terbentuk karena adanya kekecewaan terhadap kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka membuat komunitas sendiri untuk
hidup menjauh. dari ibukota dan pemerintah' sehingga mereka tidak akan
mendengarkan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka
dapat dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada campur
tangan dari pihak manapun.

c. Opini publik yang ada di lingkungan implementasi

Adapun opini- masyarakat yang sudah mengetahui program KLA ini
disampaikan oleh bapak Pasea Ariss A.Md. sebagai masyarakat kota Pekanbaru
yaitu:

“Kami sebagai masyarakat kota Pekanbaru tentu sangat mendukung dari
tujuan program ini, karena setelah adanya program ini kami sebagai
masyarakat jadi tahu bahwa antara anak dan orang dewasa sama akan
haknya yaitu dilindungi, dijaga serta di dengarkan pendapatnya. Selama ini
kami sebagai masyarakat hanya tahu bahwa anak harus mendapatkan
pendidikan saja tanpa tahu lebih lanjut bahwa hak-hak anak harus
diberikan” (wawancara,februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, program KLA yang telah

dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah mendapat respon yang baik dari
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masyarakat di lingkungan implementasi program KLA yang diselenggarakan oleh

dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru, sehingga
masyarakat yang sudah mengetahui program ini sangat menghargai setiap
kebutuhan-kebutuhan anak dalam upaya perlindungan dan_pemenuhan hak anak
dalam pelaksanaan program KLA di kota Pekanbaru. Dengan adanya program ini
masyarakat yang berada di lingkungan-implementasi merasa memiliki peran yang
sama dengan pemerintah dan instansi terkait dalam memberikan perlindungan dan
keamanan bagi tumbuh kembang anak dalam segala bidang kehidupan.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, untuk indikator lingkungan
ekonomi, sosial dan politik pada program KLA dikatakan “kurang
terimplementasi’”’. Hal "Ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang
keterbelakangan ekonomi dan sosial dalam pengimplementasian program,
sehingga masyarakat dalam, keadaan tersebut cenderung menutup diri dan tidak
mau berperan dalam program KLA, “Karena bagi mereka peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah tidak berdampak positif bagi kehidupan mereka
sehingga lebih baik mereka tidak mengetahui tentang program KLA tersebut.
Pada kondisi keterbelakangan-ekonomi, orangtua akan menjadikan anak sebagai
sumber pendapatan yang menjanjikan untuk terus dimanfaatkan sedangkan dalam
keterbelakangan sosial, orangtua mereka tidak akan mendengarkan apapun
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka dapat dengan bebas
melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa ada campur tangan dari pihak

manapun termasuk dari pemerintah.
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C. Hambatan-Hambatan yang di hadapai dalam Implementasi Program

Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru

Berdasarkan«wawancara.dan observasi.penulis dengan pihak-pihak yang
berkaitan untuk implementasi program KLA di kota Pekanbaru masih dirasakan
kurang terimplementasi, hal., ini| dikarenakan, masih ditemukan hambatan-
hambatan ' yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program KLA di kota
Pekanbaru, seperti:

1. Kurangnya kemitmen pelaksana dalam kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Dra. Ria Dina Srikadarini
sebagai kepala .UPT PPA kota Pekanbaru terkait komitmen pelaksana kebijakan

yaitu:

“Komitmen pelaksana»dalam program_ini ‘memang masih kurang, hal ini
dikarenakan dalam program KLA klasternya sangat banyak sehingga setiap
sub bidang harus bisa menguasai setiap klasternya, belum lagi jika ada
rapat tahunan semua kepala bidang dituntut untuk mampu memahami
klaster lain dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi
pada anak di kota Pekanbaru” (Wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, komitmen pelaksana

kebijakan dalam program KLA“memang masih kurang, hal ini di karenakan
pelaksana kebijakan belum mampu melaksanakan program kota layak anak di
Kota Pekanbaru secara maksimal, sehingga menyebabkan para pelaksana
kebijakan dibawahnya tidak dapat bersinergi dengan baik dalam memberikan

upaya perlindungan anak.

Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat Ibu Sri Ekawati S.P
yaitu:
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“Sebagai masyarakat saya merasa komitmen dari agen pelaksana tidak
kebijakan terlihat. Karena tidak adanya pengawasan ataupun yang
himbauan diberikan instansi terhadap pelaksana kebijakan”

(wawancara, februari 2022).

% asan Secara
mit

tidak berja Intt g 3| A » akan tetapi mereka

en pelaksana
sebagai age ersebut sehingga
untuk penge idak maksimal
terlaksana.

Dari S i : 1 elaksana dalam

kebijakan mema c al ir iliha _[f' anyaknya Klaster

dalam progra el bija pu berkomitmen

tersebut sehingga pengemk !'1%“@" anak dikota Pekanbaru tidak
maksimal terimplementasi.
2. Kurangnya komunikasi dalam proses penyampaian informasi antara pelaksana
kebijakan dengan target sasaran
Berikut ini hasil wawancara bersama bapak Naufal Alwan Adilah S.pd

sebagai petugas asesmen UPT PPA kota Pekanbaru yaitu:
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“Komunikasi dalam program KLA ini memang sudah ada, tetapi dalam
pelaksanaannya di rasa masih kurang sehingga penyampaian informasi
yang diberikan tidak sampai ke target sasaran program’(wawancara,
februari 2022)

Berdasarkan hasilhwawancara dan analisis penulis, kurangnya komunikasi
yang diberikan pelaksana kebijakan yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan. anak kepada target sasaran yaitu masyarakat menyebabkan
penyampaian informasiterkait program KLA tidaki.maksimal terlaksana. Hal ini
dikarenakan proses informasi tidak berjalan sesuai prosedur atau standar

pelaksana, sehingga pelaksanaan yang dihasilkan dari komunikasi terhambat.

Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat bapak Dewa Putra SE
yaitu:

“Kami sebagai target sasaran program KLA merasa bahwa komunikasi
yang diberikan masih sangat kurang, karena masih ditemukannya kasus
permasalahan yang terjadi pada anak dikota Pekanbaru. Kurangnya
komunikasi dalam proses informasi menyebabkan kami sebagai target
sasaran tidak mengetahul dengan pasti.apa saja fasilitas yang diberikan
Pemerintah dalam program K74 (wawancara, februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, dalam pelaksanaan
komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran tidak berjalan
maksimal hal ini dikarenakan terjadi kendalapada saat proses informasi.
Penyampaian informasi yang terkendala menyebabkan target sasaran menjadi
tidak mengetahui informasi mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh
Pemerintah Kota melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
bersama UPT PPA kota Pekanbaru, sehingga sarana yang ada seperti rumah aman,

mobil perlindungan, dan call center 24 jam tidak dimanfaatkan dengan baik.
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Dari hasil observasi penulis dilapangan, komunikasi dalam proses informasi

antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran akan mempengaruhi hasil yang

akan dicapai dalam program. Dalam hal ini untuk proses informasi dalam sarana
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PENUTUP

sebagai wadah

kekerasan pada

pelaksanaan sosialisasi fasilitas perlindungan anak seperti mobil perlindungan,
rumah aman dan call center 24 jam; komunikasi antar organisasi dan aktivitas
pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terpadu berbasis
masyarakat dalam menangani permasalahan anak dilingkungan masyarakat; dan
lingkungan ekonomi sosial dan politik yang berkaitan dengan latarbelakang

ekonomi dan sosial dalam lingkungan implementasi.
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B. Saran
Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Implementasi Program

Kota Layak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota.Pekanbaru Pa ind A > gai berikut :

1. Unt itme : cbijakar ] 1.dengan
erti - dengan
n reward ini

ana kebijakan

pa ada unsur

tempat lainnya.
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